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Hariini Dlsahkan DPR

UU Ormas Dinilai Bakal
Hldupkan Rezim Otoriter

‘ Rencananya hari Ini'DPR akan mengesahkan Rancan_gan

Undang:Undang Orgamsasl Kemasyarakatan (RUU -
Ormas) dalam sidang paripurna. Namun, 16 ormas yang
tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipils

KETUA Urnum PP Muhamma-
diyah Din Syamsuddin menegas-
kan, RUU Oimas harus ditolak,

‘karena bisa membalikkan sejatah

Indonesia ke rezim otoritarian
dan represif. “Ada tiga acuanke=

. napa Rancangan Undang Undang

Ormas harus ditolak,” kata Dm '

Pertama, reformasi- Indonesm.
perlu dikawal dalam perubahan
dari otoritarian ke demokrasi, Ke-

_dua, konselidasi demokrasi Indo--

nesia yang sudah berjalan harus
terus dikonsolidasikan di semud
lapisap, masyarakat. Salah sa-
tunya dengan memberi kebeba-
san kepada.mrasyardkat' dalam

: 4bcrk0ntﬂbu51 Jbagi bangsa:Indo-

nesia dengan mendirikan ormas.

‘Ketiga; keébebasan berkuinipul

dan berserikat sudahidiatir dalam
pasal 28 UUD 1943.
Dia menilai, sehanisnya pe-

_merintah. dan. DPR:melihat rea-
litas serta menggunakan pende-

katan responsif. Menurutnya,

~ RUU @rmas tersebut mengguna-
kan pendekatan konsarvatlf ka-
* rena negara“ingili mengatar me-

lampauibatastkewenangannya.
é Sepeirt'@l,cre!tqh:ui, sebanyak 16 or-

Indonesia. menolak RUU itu disahkan karena akan
kernbalu ke rezim otoriter dan represif.

mas yan g tergabung dalam Koalisi
Akbar Masyarakat Sipil Indonesia -
menolakpengesahanRUUﬂu 16
ormas yang hadir. diantaranya;
Muhammadiyah, Majelis Taklim
Alqur’an (MTA), Forum:Masya-
rakat Katolik Indonesia. (FMKI),
Persekutuan Gereja-Gereja In-

* _donesia (PG, Media Umat Kris+*

ten Indonesia: (MUK, Walubi, Fo- -
tum Komunikasi Kristen Jakarta
(FKKJ), Nasyiatul Aisyizh, Dewan
Dakwah Islamiah, PGI Wilayah,
Persatuan Iitelegensia Kristen In-.
donesia (PIKT) DK dan Parmusi.
Ketua Umum MUKI Bonar Si-
Mmangunsong mcngungkapkan di
‘negara-negara lain seperti Indid,~

.Amerika Serikat-danAustralia;’ .
jumlah ormas mencapal Jutaan "
‘Sedangkan di Indonesia, hanya -
ada sekitar 650-1ibuan.Saya me-+’

minta ormas yang ada jangan di-
kebiri dan'diliilangkan:” katanya.

Ketua SETARAInstimte Hen-- .
dardi mengatakan, dalam perspek-

if Hak Asasi Manusia-(HAM), ke-

bebasan berserikat, berkumpul, ., -
dan berorgamsasx merupakan hak
sipil politik setiap ‘Wwarga’ negara
yang dijamin oleh Konstitusi, UG- -
HAM, serta mstrumenmtemamo—r.—‘

nal tcntang Kvovenan Hak S 1.

dan Politik.
“Semakin jauh negara dan uro-
san hak 3ipil politik, maka derajat
penghormatan:terhadap HAM :
akan semakin tmggl Namun, 11ka
negara semakin mengintervensi
urusan sipil politik, maka pada ti-
tik tertentu negara dapat dikuali-
fikasi sebagai pelanggar HAM
karena merampaskebebasanber-:
serikat, berkumpul, dan beror-
ganisasi,” kata Hendardi.

Menurmmya, negara dimung-
kinkan unmk mengatur batas ke- |

“bebasan, namun tidak ‘metigikat”
- “Negara bolehmergontrol orinas

-melalui administrasi badan hu-
kum, negara juga bisa mepgkiimi-
nalkan organisasi yangmelaleukean.

S vnndakkejahatan,”katanya

“Jika RUU Orinas dlsahkan,
SETARA akan memprakarsai ju-
dicial reviewke Mahkamah Kons-

-titusi¢ME). Selainitu, meréka jiu-*
:ga-menggalang pembangkangan

terhadap RUU Ormas. . . ..
“Kita dkan terus mengkampa—

nyekan potensi violation by ju-

dicial dari kehadiran rancangan

térsebut ke dunia internasional.
Tefmasuk ‘mengkampanyekan
pembangkangan publik untuk
tunduk pada Undang Undang Or-

.-mnas.. Kita.masih berharap agar-
. beberapa fraksi partai i DPRame-

- nolak RUU sampahnn agarnegeri
ini tidak tambah bau,” tegasnya.
Wak]l Ketua SETARA Institute
bahkan, dunia internasional me-
lalui independent expert Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

. juga telah menunjukkan kecema-

. san dan kekecewaannya,atas
’ pembahasan RUU-Ormas.

di négara—negara dunia ketiga,”
“terang Bonar.

.Sedangkan Menteri Dalam Ne-
feri (Mendagti) Gamawan Fauzl
mengemukakan, RUY Ormas 8-

- ‘dah; mengakomodu .kepenungan -

" ‘banyak pihak. Pembahasan RUU
itn diklaim sudah menyerap ber-
bagai aspirasi masyarakat, Kare-

LT menun]ukka.n kemumdiran:
serius pada proses demokratisasi
dan kemajuan HAM di Indonesia.’

.> Padalfal; dndonesia diharapkan:
jadi model proses.demokratisasi,

“'haiti, RUU tersebut sesungguh-

nya sudah cukup kemprehensif.
“Pemerintah sudzh mengako-
modir semua pihak. Masak Ran-

‘canganUndang Undang sudah #
. enam kali. masa sidang. Sudah
didialogkan berapa kali, sudah

dibahas berapa kali, diundang
berbagai, pihak. Artinmya kita su-

dali’ sangat’ akomodatif mernye-

rap suara masyarakat,” kata Ga~
mawan di Istana Presiden, Ja-
karta, kemarin. .

" Walkil Ketua DPR Pramono
Anung menyatakan, jika ada pi-

‘hak yang masih berkeberatan, di-

rinyamempersilakanuntuk mem-
bawa permasalahannya ke ME.
““Besok (hari ini, red) akan di-

- sahkan «di. paripurna. Ya, kalau
yang keberatan monggo dibawa

ke MK,” kata Pramono di Ge-

dung DPR, Senayan, kemarin.
Pramono -menyatakan; DPR

telah menyelesaikan lewat Rapat

e ~‘P1mpman yang ‘membahas RUU
.ini.-Menurut politisi PDIP ini,

segala keberatan terkait RUU
Ormas sudah diakomoadsi oleh
DPR. m kPJjOSP
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